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BUPATI FAKFAK 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI FAKFAK 

NOMOR 33 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI FAKFAK, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional serta ketentuan Pasal 

78 dan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 

5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Pemerintah Daerah setiap tahun wajib menyusun 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan 

rencana pembangunan tahunan daerah dan bertujuan untuk 

memberikan arah serta landasan bagi perencanaan serta 

pelaksanaan pembangunan daerah guna mencapai tujuan 

dan sasaran yang diharapkan; 

b. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Tahun 2023 merupakan dokumen publik yang berfungsi 

sebagai pedoman dan landasan bagi penyusunan Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA), Prioritas Pagu Anggaran Sementara 

(PPAS) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah 

(RENJA–OPD); 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Fakfak tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun 2023; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2324); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerag 

(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757);  
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembagunan Jangka Menengah Nasional  Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 3); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 550); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak 

(Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 08); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak 

Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak Nomor 005); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak 

Tahun 2012 Nomor 10); 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak 

Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak  Nomor 013), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten 

Fakfak Tahun 2020 Nomor 05); 

23. Peraturan bupati Fakfak Nomor 61 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 061); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati  adalah Bupati Fakfak. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur 

pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah Inspektorat Kabupaten Fakfak.  
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6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

yang selanjutnya disebut BP4D adalah unsure perencana penyelenggaraan 

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, 

mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.  

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun.  

8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 

OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun.  

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

jabatan kepala daerah.  

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah,yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan 

Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara 

minimal.  

12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakanbidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 

untuk periode 1 (satu) tahun.  

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat 

Daerah. 
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BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

 
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan 

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

 
Pasal 3 

 

RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan jangka pendek daerah untuk periode satu tahun yang 

dipergunakan sebagai dasar acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah 

untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Pagu Anggaran 

Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-

OPD). 

 
Pasal 4 

RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 3, mengatur pelaksanaan pembangunan 

daerah berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, demokratis, 

terbuka, partisipatif dan terintegrasi. 
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Pasal 5 

RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB  I : PENDAHULUAN 

BAB  II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB  III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

BAB  IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB  V :   ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN FAKFAK 

BAB  VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Pasal 6 

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB II 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 7 

 
Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD)  Tahun 2021 dapat dievaluasi sesuai 

dengan perkembangan daerah, ketersediaan dana pembangunan serta situasi 

dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. 
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Pasal 8 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagai 

konsekwensi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak. 

Ditetapkan di Fakfak 
pada tanggal, 29 Juni 2022 

BUPATI FAKFAK,                                    

   CAP/TTD 

UNTUNG TAMSIL 

Diundangkan di Fakfak 
pada tanggal, 29 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK, 

     CAP/TTD  

ALI BAHAM TEMONGMERE 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 33 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

UMAR FAISAL BAUW 
NIP. 19720703 200111 1 001 

 

 

 

 

 


